
BUPATI PESAWARAN
PROVINSI LAMPUNG

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN  
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA  

BUPATI PESAWARAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan  Pasal 354 ayat (7) Undang-Undang Nomor
23 T ahun  2014 ten tang  Pem erin tahan Daerah sebagaim ana 
te lah  d iubah  beberapa kali te rakh ir dengan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 ten tang  C ipta Kerja, perlu m embentuk  
Peratu ran  Daerah Kabupaten Pesawaran ten tang  Partisipasi 
M asyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerin tahan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6 ) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. U ndang-undang Nomor 25 Tahun 2009 ten tang  Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tam bahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang  
Pembentukan Peratu ran  Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomo 82, 
Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234), sebagaim ana te lah  d iubah  dengan U ndang-undang 
Nomor 15 T ahun  2019 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun  2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang  
Pemerin tahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
T ahun  2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaim ana te lah  d iubah  
beberapa kali te rakh ir dengan Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2020 ten tang  C ipta Keija (Lembaran Negara Republik 
Indonesia T ahun  2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peratu ran  Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 ten tang  
Partisipasi M asyarakat Dalam Penyelenggaraan 
Pemerin tahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6133);

M enetapkan

6 . Peratu ran  Menteri Dalam  Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
ten tang  Pembentukan Produk Hukum  Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia T ahun  2015 Nomor 2036) sebagaim ana 
te la h  d iu b a h  d en g an  P e ra tu ra n  M en ter i Dedam  Negeri 
N om or 120 T a h u n  2 0 1 8  (B erita  N egara  R epub lik  
In d o n es ia  T a h u n  2 0 1 8  N om or 157);

7. Peratu ran  Menteri Dalam  Negeri Nomor 8 6  Tahun  2017 
ten tang  Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan  Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peratu ran  Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka  
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka  
Menengah Daerah, serta  Tata Cara Perubahan  Rencana 
Pembangunan Jangka  Panjang Daerah dan  Rencana 
Pembangunan Jangka  Menengah Daerah, dan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1312);

8 . Peratu ran  Daerah Kabupten Pesawaran Nomor 11 Tahun 
2015 ten tang  Pelayanan Publik (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pesawaran Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 58);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN PESAWARAN  
dan

BUPATI PESAWARAN  

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PARTISIPASI
MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM  

Pasal 1

D a lam  P e ra tu r a n  D a e ra h  in i  y a n g  d im a k su d  d e n g an :

1. Daerah adalah  Kabupaten Pesawaran.

2. Bupati adalah  Bupati Pesawaran.

3. Pemerintah Daerah adalah  Bupati sebagai u n su r  
penyelenggara Pem erin tahan Daerah yang mem impin 
pe laksanaan  u ru san  Pemerin tahan yang menjadi 
kewenangan Daerah otonom.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang se lan ju tnya 
d isebu t DPRD adalah  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Pesawaran.

5. Partisipasi M asyarakat Dalam Penyelenggaraan 
Pemerin tahan Daerah yang se lan ju tnya d isebu t Partisipasi 
M asyarakat adalah  peran  se rta  M asyarakat un tu k



menyalurkan asp irasi, pem ik iran, dan  kepentingannya 
dalam  penyelenggaraan pem erin tahan  Daerah

6 . M asyarakat ada lah  orang perseorangan warga negara 
Indonesia, kelompok m asyarakat, d a n /a ta u  O rganisasi 
Kemasy a ra k a tan .

7. O rganisasi Kemasy a raka tan  yang se lan ju tnya d isebut 
O rmas adalah  organisasi yang d id irikan dan  d iben tuk  oleh 
m asyarakat secara sukare la  berdasarkan  kesam aan 
asp irasi, kehendak, kebu tuhan , kepentingan, kegiatan, 
dan  tu juan  un tu k  berpartis ipasi dalam  pem bangunan 
demi tercapainya tu ju an  Negara Kesatuan Republik 
Indonesia yang berdasarkan  Pancasila.

Pasal 2

(1) Dalam penyelenggaraan Pemerin tahan Daerah, Pemerintah 
Daerah mendorong Partisipasi M asyarakat.

(2) Dalam  mendorong Partisipasi M asyarakat sebagaim ana 
d im aksud pada ay a t (1), Pemerin tah Daerah:

a. m enyampaikan informasi ten tang  penyelenggaraan 
Pemerin tahan Daerah kepada m asyarakat;

b. mendorong kelompok dan  O rmas u n tu k  berperan aktif 
dalam  penyelenggaraan Pemerin tahan Daerah melalui 
dukungan  pengembangan kapasitas m asyarakat;

c. mengembangkan pelembagaan dan  mekanisme 
pengambilan kepu tusan  yang m emungkinkan 
kelompok dan  O rmas dapat terlibat secara efektif; 
d a n /a ta u

d. keg iatan la innya sesua i dengan ke ten tuan  pera tu ran  
perundang-undangan.

BAB II
JENIS DAN BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 3

Jen is  Partisipasi M asyarakat meliputi:
a. Partisipasi M asyarakat dalam  Penyusunan  Peratu ran  

Daerah dan  Kebijakan Daerah;
b. Partisipasi M asyarakat dalam  pem bangunan  Daerah
c. Partisipasi M asyarakat dalam  Pengelolaan Aset dan 

Sumber Daya Alam Daerah; dan
d. Partisipasi M asyarakat dalam  Pelayanan Publik.

Pasal 4

Partisipasi M asyarakat d ilakukan  dalam  bentuk:
a. konsu ltasi publik;
b. penyampaian asp irasi;
c. rapa t dengar pendapat umum ;
d. kun jungan  keija;
e. sosialisasi; d a n /a ta u
f. sem inar, lokakarya, d a n /a ta u  diskusi.



BAB III
KRITERIA PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 5

Kriteria Masyarakat yang ikut serta dalam Partisipasi 
Masyarakat terdiri atas:
a. orang perseorangan; dan
b. Kelompok masyarakat dan/atau Ormas.

Pasal 6

(1) Orang Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
huruf a hams memenuhi kriteria:
a. penguasaan permasalahan yang akan dibahas;
b. latar belakang keilmuan/keahlian;
c. mempunyai pengalaman di bidang yang akan dibahas; 

dan/atau
d. terkena dampak secara langsung atas substansi yang 

dibahas.

(2) Kelompok masyarakat dan/atau Ormas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 huruf b harus menunjuk 
perwakilannya.

BAB IV
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN  
PERATURAN DAERAH DAN KEBIJAKAN DAERAH

Pasal 7

(1) Masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyusunan 
Peraturan Daerah dan kebijakan daerah yang mengatur 
dan membebani Masyarakat.

(2) Peraturan Daerah dan kebijakan daerah yang mengatur 
dan membebani Masyarakat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi:

a. rencana tata ruang;

b. pajak daerah;

c. retribusi daerah;

d. perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah;

e. perizinan;

f. pengaturan pemberian sanksi kepada Masyarakat; dan

g. pengaturan lainnya yang berdampak.

(3) Kebijakan daerah yang mengatur dan membebani 
Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) berupa Peraturan Bupati.

(4) Tata earn Partisipasi Masyarakat dalam penyusunan 
Peraturan Daerah dan kebijakan daerah yang mengatur 
dan membebani Masyarakat diatur dengan Peraturan 
Bupati.



Pasal 8

Untuk  m eningkatkan Partisipasi M asyarakat sebagaim ana 
d im aksud dalam  Pasal 7, Pemerintah Daerah wajib 
mengembangkan sistem  informasi penyusunan  Peratu ran  
Daerah dan  Peratu ran  Kepala Daerah berupa layanan daring 
(online) dengan m em perhatikan  kondisi dan  kesiapan Daerah.

BAB V
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

DAERAH

Bagian Kesatu 
Umum

Pasal 9

Partisipasi M asyarakat dalam  pem bangunan Daerah meliputi:
a. perencanaan;
b. penganggaran;
c. pe laksanaan ; dan
d. pemonitoran dan  evaluasi pem bangunan Daerah.

Bagian Kedua 
Perencanaan

Pasal 10

(1) Partis ipasi M asyarakat dalam  perencanaan  pem bangunan 
Daerah sebagaim ana d im aksud dalam  Pasal 9 h u ru f  a 
d ilaksanakan  pada tahap  perencanaan  pembangunan:
a. jangka  panjang;
b. jangka  menengah; dan
c. tahunan .

(2) Partis ipasi M asyarakat dalam  perencanaan  pem bangunan 
Daerah sebagaim ana d im aksud pada ayat (1) dapat 
m elibatkan dan  m eng iku tsertakan  orang perseorangan, 
kelompok m asyarakat d a n /a ta u  Ormas.

Pasal 11

Dalam m enyusun  perencaan  pem bangunan jangka  pan jang 
daerah  sebagaim ana d im aksud dalam  Pasal 10 ayat (1) hu ru f 
a, Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi M asyarakat 
dalam  kegiatan:
a. penyusunan  rancangan  awal rencana pem bangunan 

jangka  pan jang daerah; dan
b. m usyawarah perencanaan  pem bangunan jangka  panjang.

Pasal 12

Dalam M enyusun perencanaan  pem bangunan jangka 
m enengah daerah  sebagaim ana d im aksud dalam  Pasal 10 ayat 
(1) h u ru f  b, Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi 
M asyarakat dalam  kegiatan;
a. penyusunan  rancangan  awal rencana pem bangunan 

jangka  m enengah daerah;



b. penyusunan  rencana strateg is perangkat daerah; dan
c. m usyawarah perencanaan  pem bangunan jangka 

menengah.

Pasal 13

Dalam M enyusun perencanaan  pem bangunan tahunan  
Daerah sebagaim ana d im aksud dalam  Pasal 10 ayat (1) h u ru f  
c, Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi M asyarakat 
dalam  kegiatan:
a. penyusunan  rancangan  awal rencana ke ija  Pemerintah 

Daerah;
b. penyusunan  rencana ke ija  perangkat daerah;
c. m usyawarah perencanaan  pem bangunan daerah  di 

kecamatan; dan
d. m usyawarah perencanaan  pem bangunan tahunan  

Kabupaten Pesawaran.

Pasal 14

(1) U n tuk  m eningkatkan Partisipasi M asyarakat dalam  
perencanaan  pem bangunan daerah  sebagaim ana 
d im aksud dalam  Pasal 9 h u ru f  a Pemerin tah Daerah 
m elakukan penyebarluasan:

a. rancangan  awal rencana pem bangunan jangka  pan jang 
Daerah;

b. rancangan  rencana pem bangunan jangka  pan jang 
Daerah;

c. rancangan  awal rencana pem bangunan jangka  
menengah Daerah;

d. rancangan  rencana strateg is perangkat daerah;

d. rancangan  rencana pem bangunan jangka  menengah 
Daerah;

e. rancangan  awal rencana  ke ija  Pemerintah Daerah;

f. rancangan  rencana ke ija  perangkat Daerah; dan

g. rancangan  rencana kerja Pemerintah Daerah.

(2) Penyebarluasan sebagaim ana d im aksud pada ayat (1) 
melalui sistem  informasi, media cetak /e lek tron ik , 
d a n /a ta u  papan  pengumuman.

Bagian Ketiga 
Penganggaran

Pasal 15

(1) Partisipasi M asyarakat dalam  penganggaran pem bangunan 
daerah  sebagaim ana d im aksud dalam  Pasal 9 h u ru f  b, 
Pemerin tah Daerah mendorong Partisipasi M asyarakat 
dalam  kegiatan penyusunan  rancangan  kebijakan um um  
anggaran pendapatan  dan belanja Daerah serta  p rio ritas 
dan plafon anggaran sem entara.



(2) Pem bahasan rancangan  kebijakan um um  anggaran  dan 
belan ja daerah  serta  p rio ritas dan plafon anggaran 
sem entara sebagaim ana d im aksud dalam  ayat (1) di DPRD 
dapat d ihad iri oleh M asyarakat.

Pasal 16

Untuk  m en ingkatkan Partisipasi M asyarakat sebagaim ana 
d im aksud dalam  Pasal 15, Pemerintah Daerah m elakukan 
penyebarluasan  rancangan  kebijakan um um  anggaran 
pendapatan  dan  belan ja daerah  serta  p rio ritas dan plafon 
anggaran sem entara  melalui sistem  informasi, media 
cetak /e lek tron ik , d a n /a ta u  papan  pengumuman.

Bagian Keempat 
Pelaksanaan

Pasal 17

(1) Partisipasi M asyarakat dalam  pe laksanaan  pem bangunan 
Daerah sebagaim ana d im aksud dalam  Pasal 9 h u ru f  c 
d ilakukan  dalam  ben tuk  kem itraan.

(2) Partisipasi M asyarakat sebagaim ana d im aksud pada ayat 
(1) dapa t d ilakukan  dengan pemberian h ibah  dari 
M asyarakat dalam  bentuk:

a. uang;

b. barang; d a n /a ta u

c. ja sa

yang d ilakukan  sesuai dengan ke ten tuan  pera tu ran  
perundang-undangan.

Bagian Kelima 
Pem onitoran dan Evaluasi

Pasal 18

(1) Dalam pemonitoran dan  evaluasi pem bangunan Daerah 
sebagaim ana d im aksud dalam  Pasal 9 h u ru f  d M asyarakat 
dapat iku t se rta  dalam  pengawasan u n tu k  m emastikan 
keseuaian  an ta ra  jen is kegiatan, volume dan  kua litas 
pekeijaan , w aktu  pe laksanaan  dan  penyelesaian kegiatan, 
d a n /a ta u  spesifikasi dan  m u tu  hasil pekeijaan  dengan 
rencana pem bangunan daerah  yang telah d itetapkan.

(2) Keikutsertaan Masyarakat dalam pengawasan 
sebagaim ana d im aksud pada ayat (1) d ilaksanakan  sesuai 
dengan ke ten tuan  pe ra tu ran  perundang-undangan.

Pasal 19

Tata cara  Partisipasi M asyarakat dalam  setiap tahapan  
pem bangunan Daerah sebagaim ana d im aksud dalam  Pasal 9 
d ia tu r dengan Peratu ran  Bupati.



BAB VI
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN ASET  

DAN/ATAU SUMBER DAYA ALAM DAERAH

Pasal 2 0

(1) Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat 
dalam pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam 
Daerah yang meliputi penggunaan, pemanfaatan, 
pengamanan, dan/atau pemeliharaannya.

(2) Tata cara Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan 
dan/atau sumber daya alam Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

(1) Partisipasi Masyarakat dalam pemanfaatan aset dan/atau 
sumber daya alam daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 20 ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk sewa, 
keija sama pemanfaatan, dan keija sama penyediaan 
infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

(2) Partisipasi Masyarakat dalam bentuk pemeliharaan aset 
dan/atau sumber daya alam daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk kerja 
sama pemeliharaan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

BAB VII
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAYANAN PUBLIK

Pasal 22

(1) Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan 
Publik mencakup keseluruhan proses penyelenggaraan 
Pelayanan Publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah.

(2) Tata cara Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan 
Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENGUATAN KAPASITAS KELOMPOK MASYARAKAT DAN

ORMAS

Pasal 23

(1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan penguatan 
kapasitas kelompok masyarakat dan/atau Ormas untuk 
berpartisipasi secara efektif dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah.

(2) Dukungan penguatan kapasitas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyuluhan, 
pendidikan dan pelatihan, dan pendampingan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  

Pasal 2 4

(1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas 
penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat di Daerah.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 25

(1) Ketua DPRD melakukan pembinaan dan pengawasan atas 
penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat di lingkungan 
DPRD.

(2) Penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat di lingkungan 
DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikordinasikan 
oleh Sekretaris DPRD.

BAB X  
PENDANAAN

Pasal 26

Pendanaan dalam rangka penyelenggaraan Partisipasi
Masyarakat bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
b. sumber-sumber lain yang sah.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN  

Pasal 2 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
a. penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat yang dilakukan 

oleh Pemerintah Daerah tetap dilaksanakan sampai 
berakhimya tahun anggaran yang bersangkutan;

b. seluruh keija sama dan/atau kemitraan penyelenggaraan 
Partisipasi Masyarakat yang telah disepakati Pemerintah 
Daerah sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap 
berlaku sampai dengan berakhimya peijanjian keija sama 
tersebut;

c. seluruh penetapan yang terkait penyelenggaraan 
Partisipasi Masyarakat telah dikeluarkan sebelum 
berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap 
berlaku sampai habis masa berlakunya sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan;

d. seluruh penetapan yang sedang diproses, pada saat 
ditetapkannya Peraturan Daerah ini disesuaikan dengan 
ketentuan dalam Peraturan Daerah ini; dan

e. penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat di Daerah 
berdasarkan Peraturan Daerah ini, tetap mengacu dan 
memperhatikan kebijakan dan program Partisipasi 
Masyarakat yang tercantum dalam rencana pembangunan 
jangka menengah Daerah.



BAB XI  
PENUTUP

Pasal 28

Peratu ran  Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
d iundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, m em erin tahkan 
pengundangan pe ra tu ran  daerah  ini dengan penem patannya 
dalam  Lembaran Daerah kabupaten  Pesawaran.

D iundangkan di Gedong Tataan 
pada tanggal 13 December 2021

SEKRETARIS Di ATEN PESAWARAN,

LEMBARAN DAE TEN PESAWARAN TAHUN 2021  NOMOR 98

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN PROVINSI  
LAMPUNG : 0 6 /  1207 /PSW /2021

K MADEWAN GSA  

TEN F



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN  
NOMOR 9 TAHUN 2021 

TENTANG
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN  

PEMERINTAHAN DAERAH

I. UMUM
Dalam rangka penyelenggaraan otonom i daerah  d iperlukan peran  aktif 

dan  nyata  dari segenap komponen pem erin tahan  dan m asyarakat dalam  
penyelenggaraan pem erin tahan  daerah  khususnya  Kabupaten
Pesawaran.
Demokratisasi sebagai tiang u tam a penyangga pe laksanaan  

pem erin tahan  akan  terwujud apab ila terjalin  sinergi yang saling 
m endukung  an ta ra  u n su r  pem erin tahan , pub lik  dan  m asyarakat. Tata 
pem erin tahan  yang baik, partis ipasi m asyarakat akan  menjadi 
param eter bagi terlaksananya demokratisasi di daerah .
Prinsip akun tab ilitas dan transparans i dalam  penyelengagraan 

pem erin tahan  yang mengacu pada ke ten tuan  pera tu ran  perundang- 
undangan  yang berlaku akan  menjadi sebuah  p rasyara t bagi partisipasi 
publik  yang lebih in tensif yang akan  semakin  m eningkatkan kesadaran  
publik  akan  peran  dan  tanggungjawabnya dalam  iku t m enentukan  
keberhasilan  pem bangunan  dan  terwu judnya ta ta  kelola pem erin tahan  
yang baik.
Peratu ran  Daerah ini d im aksudkan  sebagai sebuah  upaya 

m ewujudkan sinerg itas M asyarakat dengan Penyelenggara Pemerintah 
Daerah un tu k  m embangun sistem  pem erin tahan  yang transparan , 
partis ipatif dan  akun tabe l (good governance) pada  publik  baik dalam  
perencanaan , pe laksanaan  m aupun  pengawasan melalui partisipasi 
m asyarakat. D isamping itu , d iharapkan  keberadaan  pera tu ran  daerah  
ini akan  m ampu m en ingkatkan kesadaran  m asyarakat akan  peran  dan 
tanggung jaw abnya dalam  m eningkatkan kua litas penyelenggaraan 
pem erin tahan  daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.
Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup Je las.
Pasal 7

Cukup Je las.
Pasal 8

Cukup jelas.



Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Penyebarluasan rancangan kebijakan umum anggaran 
pendapatan dan belanja daerah serta prioritas dan plafon 
anggaran sementara hanya berupa kebijakan umum 
anggaran, prioritas pembangunan, program dan plafon 
anggaran untuk masing-masing urusan.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang- 
undangan” yaitu peraturan perundang-undangan yang 
mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan 
penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “peraturan perundang- 
undangan” yaitu peraturan perundang-undangan yang 
mengatur mengenai pengelolaan aset dan barang milik 
daerah.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23 
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "penyuluhan" adalah kegiatan 
pemberian informasi dan pengetahuan tentang aspek 
ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan aspek lainnya 
kepada kelompok masyarakat dan/atau Ormas tentang 
penyelenggaraan pemerintahan daerah.



Yang d im aksud dengan "pendidikan dan  pelatihan" 
adalah  kegiatan pembelajaran bagi kelompok 
m asyarakat d a n /a ta u  O rmas yang d ilakukan  secara 
terencana, te ra tu r, dan  te ru s m enerus yang meliputi 
pen ingkatan  pengetahuan  dan  keterampilan ten tang  
Partisipasi M asyarakat dalam  penyelenggaraan 
pem erin tahan  daerah  serta  alih ilmu pengetahuan  dan 
teknologi u n tu k  m eningkatkan Partisipasi M asyarakat 
dalam  penyelenggaraan pem erin tahan  daerah.

Yang d im aksud dengan "pendampingan" adalah  
pemberian bimbingan, pengarahan , dan fasilitasi bagi 
kelompok m asyarakat d a n /a ta u  O rmas u n tu k  
berpartis ipasi dalam  penyelenggaraan pem erin tahan 
daerah.

Yang d im aksud dengan "peratu ran  perundang- 
undangan" an ta ra  lain pe ra tu ran  perundang-undangan  
yang m engatu r mengenai O rganisasi Kemasyarakatan.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Yang d im aksud dengan “Pendanaan  dalam  rangka 
penyelenggaraan Partisipasi M asyarakat bersum ber dari 
Anggaran Pendapatan  Belanja Daerah” d isesuaikan  dengan 
kem ampuan keuangan  Daerah.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.
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